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ABSTRAK

Penulisan hukum ini akan membahas mengenai hubungan hukum yang lahir antara
pihak pengelola parkir dengan pengguna jasa parkir. Hubungan hukum tersebut
tertuang dalam sebuah Perjanjian yang disebut Perjanjian Parkir. Hubungan hukum
yang ada dalam sebuah Perjanjian Parkir memiliki akibat hukum berupa
pemenuhan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Ketika terdapat kasus
kehilangan kendaraan dalam suatu area parkir maka harus ada pihak yang

bertanggung jawab.

Maka dari itu karya ilmiah ini membahas mengenai analisis pertanggungjawaban
hukum pengelola parkir pada pengguna jasa parkir bila terjadi kehilangan
kendaraan bermotor di suatu area parkir. Ada banyak penyebab kendaraan yang
diparkirkan tersebut sampai hilang, diantaranya petugas parkir yang lalai
menjalankan kewajiban dan tugasnya selama jam kerja berlangsung atau pihak
pengelola parkir yang kurang hati-hati terkait masalah keamanan di area parkirnya.
Kehilangan kendaraan bermotor di area parkir kerap menjadi suatu permasalahan

dalam masyarakat yang akan peneliti bahas.

Peneliti akan menganalisis tentang pengkualifikasian perjanjian parkir berdasarkan
perundang-undangan dan yurisprudensi dan akibat hukum pengkualifikasian
perjanjian parkir apabila terjadi kehilangan kendaraan di area parkir yang dikelola
pihak swasta berdasarkan perundangan-undangan dan yurisprudensi. Oleh karena
itu peneliti  menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan
mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang telah

dibuat oleh Pemerintah.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir, Pengkualifikasian
Perjanjian Parkir, Akibat Hukum Pengkualifikasian Perjanjian Parkir



ABSTRACT

This scientific paper will discuss about the legal relationship that was born between
the manager of parking with parking service users. The legal relationship is
contained in an agreement called the Parking Agreement. The legal relationship
existing in a Parking Agreement has legal consequences of fulfilling the rights and
obligations of both parties. When there are cases of vehicle loss in a parking area
there must be a responsible party.

Therefore this paper discusses the analysis of legal liability in the parking
management parking service user in case of loss of a motor vehicle in a parking
area. There are many causes of the parked vehicle until it is gone, including
negligent parking attendant obligations and duties during working hours or the
manager of the park lasted less carefully related security problems in the parking
area. Loss of motor vehicles in the parking area often becomes a problem in society
that will be researchers discussed.

Researchers will analyze about qualifying parking agreement based on legislation
and jurisprudence and legal effect qualifying agreement in case of loss of vehicles
parked in the parking area for private company based legislation and jurisprudence.
Therefore the researcher uses the method of juridical-normative research by
identifying and analyzing the laws and regulations that have been made by the

Government both in the region and the center regarding the parking agreement.

Keywords: Legal Responsibility of Parking Management, Parking Agreement
Qualification, Effects Of qualify parking Agreement
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BAB |
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Kendaraan memiliki hubungan yang erat dengan parkir, setiap orang yang
memiliki kendaraan pasti pernah menggunakan sarana parkir. Penyediaan
tempat parkir menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perencanaan
transportasi karena di saat seseorang melakukan kegiatannya maka kendaraan
harus diparkirkan di suatu tempat. Berdasarkan Pasal 1 Huruf H Peraturan
Daerah DKI Jakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran memberikan definisi
parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat
sementara. Dalam suatu area parkir harus memiliki keamanan dan sistem
pengawasan yang baik. Salah satunya menggunakan sensor RFID (Radio
Frequency ldentification) pada area parkir yang didukung dengan kamera
CCTV (Closed Circuit Televission).

Ketika memarkirkan kendaraan, ada kemungkinan kendaraan yang diparkirkan
mengalami kehilangan dan/atau kerusakan. Kehilangan dan/atau kerusakan
tersebut dapat diakibatkan oleh kesalahan dari pengelola parkir ataupun bukan
kesalahan pengelola parkir. Ketentuan mengenai parkir diatur dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
selanjutnya disebut UU LLAJ. Dalam Pasal 1 Angka 15 UU LLAJ menyebutkan
bahwa:

“Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak
untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.”

Lalu dalam Pasal 43 Ayat (1) UU LLAJ berbunyi:
“(1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat
diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan
izin yang diberikan.”

L www.palangparkirbandung.com, diunduh pada tanggal 23 September 2016, pada pukul
14.58.
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Dalam penjelasan Pasal 43 Ayat (1) UU LLAJ terdapat kata parkir untuk umum
maksudnya adalah tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya.
Selanjutnya Pasal 43 Ayat (4) UU LLAJ disebutkan:

“(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitas
Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara
penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur
dengan peraturan pemerintah.”

Ketentuan sebagai peraturan pelaksana UU LLAJ terdapat Peraturan
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan, selanjutnya disebut sebagai PP No. 79/2013. Dalam Pasal 100 PP No.
79/2013, dijelaskan bahwa:

“(1) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan
dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.

(2) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan
untuk sepeda dan kendaraan bermotor.

(3) Fasilitas parkir sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan,
nyaman.”

Lalu Pasal 111 PP No. 79/2013 menyebutkan:
“Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis fasilitas
parkir di dalam dan diluar ruang milik jalan diatur dengan
Peraturan Menteri.”

Keputusan Menteri yang mengatur mengenai penyelenggaraan perparkiran ada
dua, yakni Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 66/1993 Tentang Fasilitas
Parkir Untuk Umum, selanjutnya disebut Kepmenhub No. KM 66/1993 dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 73/1999 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Perparkiran Di Daerah, selanjutnya disebut Kepmendagri No.
73/1999. Dalam Pasal 1 Angka 1 Kepmenhub No. KM 66/1993:

“Parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan
yang tidak bersifat sementara.”

Kemudian Pasal 1 Angka 2 Kepmenhub No. KM 66/1993 berbunyi:

“Fasilitas parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir
kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir
dan/atau gedung parkir.”

Tambunta Vinca R M, Akibat Pengkualifikasian Perjanjian Parkir yang Dikelola Pihak Swasta,
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Lalu dalam Pasal 1 Angka 3 ketentuan disebutkan adanya pengertian:

“Fasilitas Parkir untuk umum adalah fasilitas parkir di luar
badan jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang
diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri
dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum.”

Kemudian dalam Pasal 1 Angka 12 Kepmendagri No. 73/1999 terdapat definisi
sewa parkir yang berbunyi:

“Sewa parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat
parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan.”

Penyelenggaraan tempat parkir di daerah lebih lanjut diatur dengan Keputusan
atau Peraturan Kepala Daerah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Ayat
(2) Kepmendagri No. 73/1999, yang berbunyi:

“(2) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan bimbingan
teknis penyelenggaraan perparkiran.”

Peraturan daerah terkait penyelenggaraan parkir, diantaranya Peraturan daerah
DKI Jakarta No. 5/2012 Tentang Perparkiran, selanjutnya disebut Perda DKI
Jakarta No. 5/2012. Dalam Pasal 1 Angka 25 Perda DKI Jakarta No. 5/2012

menyebutkan bahwa:

“Penitipan kendaraan adalah suatu area/kawasan yang khusus
diperuntukkan bagi penitipan kendaraan dalam jangka waktu
tertentu yang terpisah di area parkir umum.”

Kemudian Pasal 6 ketentuan iini menjelaskan fasilitas parkir di luar ruang milik
jalan dapat berupa gedung parkir dan taman parkir. Ketentuan mengenai
penyelenggaraan perparkiran diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur,
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perda DKI Jakarta No. 5/2012.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 66/2013 Tentang Pelaksanaan Asuransi
Parkir Pada Penyelenggaraan Perparkiran Di Luar Ruang Milik Jalan,
selanjutnya disebut sebagai Pergub DKI Jakarta No. 66/2013, menjelaskan
tentang asuransi parkir yang menanggung hilangnya kendaraan dan kerusakan
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kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian pengguna jasa parkir. Hal tersebut
diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Pergub DKI Jakarta No. 66/2013.

Kemudian ada Peraturan Walikota Bandung No. 1005/2014 Tentang Harga
Sewa Parkir Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Perparkiran di Gedung dan
Pelataran Parkir, selanjutnya disebut Perwal Bandung No. 1005/2014. Dalam
Pasal 1 Angka 19 ketentuan ini terdapat pengertian mengenai sewa parkir:

“Sewa parkir adalah pembayaran atas penyediaan jasa
pelayanan parkir bagi kendaraan di tempat parkir yang
diselenggarakan badan hukum atau perorangan yang
mendapat [PTP.”

Artinya Perwal Bandung No. 1005/2014 menganggap kegiatan parkir
merupakan kegiatan sewa atas tempat parkir atas disediakannya pelayanan
parkir bagi kendaraan baik yang diselenggarakan oleh badan hukum atau

perorangan yang telah mendapat izin dari pejabat setempat.

Peraturan daerah lainnya terkait penyelenggaraan perparkiran, yakni Peraturan
Daerah Kota Samarinda No. 5/2015 Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir,
selanjutnya disebut Perda Samarinda No. 5/2015. Pasal 1 Angka 3 ketentuan ini
berbunyi:
“Tempat khusus parkir swasta adalah tempat parkir yang
dimiliki swasta yang dikelola oleh orang pribadi atau badan.”
Dalam Pasal 1 Angka 33 terdapat definisi penitipan kendaraan, yang bunyinya:

“Penitipan kendaraan iadalah area atau kawasan yang khusus
diperuntukkan bagi penitipan kendaraan dalam jangka waktu
tertentu yangterpisah dari areal parkir umum.”

Pasal 36 Perda Samarinda No. 5/2015 disebutkan tanggung jawab pengelola
parkir:

“Apabila terjadi kehilangan kendaraan di tempat khusus
parkir milik pemerintah daerah dan milik swasta pada saat
jam parkir menjadi tanggung jawab pengelola tempat khusus
parkir.”
Jika dilihat lagi, Perda Kota Samarinda ini menganggap bahwa parkir sebagai

kegiatan penitipan kendaraan.
4
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Selanjutnya, Peraturan Daerah Semarang No. 2/2004 Tentang Penyelenggaraan
Parkir Swasta, Tempat Khusus Parkir Dan Retribusi Tempat Parkir Khusus,
selanjutnya disebut Perda Semarang No. 2/2004. Dalam Pasal 1 Huruf J
ketentuan ini terdapat pengertian parkir swasta:

“Parkir swasta adalah tempat parkir di luar badan jalan yang
dikelola oleh swasta.”

Dalam Pasal 6 Ayat (4) Perda Semarang No. 2/2004, yang berbunyi:

“(4) Penyelenggara parkir swasta dan tempat parkir khusus
bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan.”

Jika dilihat maksud dari pasal tersebut, penyelenggara tempat khusus parkir dan
parkir swasta bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan dengan mengganti
kerugian yang diderita apabila terjadi kehilangan, dan bagi tempat-tempat
khusus parkir yang bekerja sama dengan pihak asuransi, yang bukti preminya
disertakan dengan karcis parkir. Pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung
jawab atas kehilangan kendaraan saat di area parkir diatur dalam Perwal
Semarang No. 15/2015 Tentang Pelaksanaan Asuransi Parkir Di Luar Ruang
Milik Jalan.

Terakhir, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 18/2009 Tentang
Penyelenggaraan Perparkiran, selanjutnya disebut Perda Yogyakarta No.
18/2009 dalam Pasal 1 Angka 11 berbunyi:

“Tempat Khusus Parkir Swasta adalah tempat parkir yang
dimiliki oleh swasta yang dikelola oleh orang pribadi atau
badan.”

Kemudian penyelenggaraan tempat parkir dapat dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah atau pihak swasta, yang mana penyelenggaraan tempat parkir tersebut
dilaksanakan oleh swasta, yaitu tempat khusus parkir milik swasta,
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ketentuan ini.

Dari uraian yang telah dipaparkan oleh sebelumnya, Kepmendagri No. 73/1999
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran Di Daerah mengatur parkir
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sebagai perjanjian sewa. Beberapa peraturan daerah di Indonesia telah sejalan
dengan Kepmendagri No. 73/1999, namun sebagian lagi tidak sejalan dengan
Kepmendagri No. 73/1999, karena perjanjian parkir merupakan perjanjian

penitipan.

Hubungan antara petugas atau pengelola parkir dengan pemilik kendaraan
memiliki akibat hukum berupa pemenuhan hak dan kewajiban. Perjanjian parkir
yang berkembang di Indonesia menurut Putusan Mahkamah Agung No.
3416/Pdt/1985 (Kasus Ahmad Panut dengan Rajiman alias Pujiharjo, Suwardi
dan Pengurus PD. Argajasa), majelis hakim berpendapat bahwa perparkiran
merupakan perjanjian penitipan barang, artinya jika terjadi kehilangan selama
terjadinya perparkiran menjadi tanggung jawab pengusaha parkir.? Lalu
Putusan Mahkamah Agung No. 1367 K/Pdt/2002 (Kasus Sutanto dengan PT
Sawo Kembar Galeri) menyatakan selama kendaraan milik penggugat parkir
dititipkan dengan sah didalam area parkir yang dikelola oleh tergugat adalah
merupakan tanggung jawab tergugat sepenuhnya atas telah terjadinya

kehilangan.®

Adapula Putusan MA No. 2902 K/Pdt/2011 (Kasus Ir. Vovo Budiman dengan
PT Dinamika Mitra), majelis hakim Mahkamah Agung menyebutkan tanggung
jawab juru parkir apabila kendaraan yang sudah membayar karcis parkir untuk
mengganti kerugian karena kehilangan kendaraannya saat diparkirkan di area
parkir tersebut.* Seperti halnya Perwal Bandung No. 1005/2014 dalam Pasal 13
Ayat (3) mengatur kewajiban pengelola parkir untuk mengasuransikan
kendaraan bermotor yang terparkir dalam suatu area parkir yang dikelolanya
dengan klausul asuransi Total Lost. Asuransi Total Lost ini ditujukan untuk

memberikan perlindungan terhadap kendaraan yang rusak total karena

2 https://intilandasparkir.com/yurisprudensi/, diunduh pada tanggal 17 Juni 2017 pukul 10.41.

31d.

4 https://intilandasparkir.com/yurisprudensi/, diunduh pada tanggal 24 Februari 2017 pada
pukul 2.20.
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pencurian atau tingkat kerusakan mobil mencapai lebih dari 75% dari nilai
mobil pada saat terjadi musibah.®

Maka peneliti ingin melakukan pengkualifikasian terhadap perjanjian parkir
dengan melihat pada beberapa peraturan daerah yang mengatur
penyelenggaraan parkir dan Yurisprudensi.® Mengingat ketika memasuki suatu
area parkir kendaraan tidak dapat secara bebas memarkirkan kendaraannya dan
saat masuk harus mematuhi marka atau rambu yang terdapat dalam area parkir
tersebut. Penelitian ini akan menganalisis pengkualifikasian perjanjian parkir
serta akibat hukum dari pengkualifikasian perjanjian parkir yang dikelola

swasta atas terjadinya kehilangan kendaraan di area parkir.

Sebelumnya sudah ada penelitian berupa skripsi berhubungan dengan Perwal
Bandung No. 1005/2014. Skripsi tersebut membahas mengenai penerapan tarif
sewa parkir dalam rangka perlindungan konsumen menurut Undang-Undang
Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Penelitian tersebut dilakukan
secara yuridis sosiologis dengan mengadakan observasi ke lapangan mengenai
harga sewa parkir yang dirasa kurang cocok dengan memberikan data hasil

wawancara dari narasumber yang bersangkutan.

2. ldentifikasi Masalah
Bagaimana pengkualifikasian perjanjian parkir berdasarkan perundang-
undangan dan yurisprudensi dan akibat hukum pengkualifikasian perjanjian
parkir apabila terjadi kehilangan kendaraan di area parkir yang dikelola pihak

swasta berdasarkan perundangan-undangan dan yurisprudensi?

S http://asuransi.rajapremi.com/2013/08/istilah-asuransi-total-loss-only-tlo.html, diunduh 17
Juni 2017 pukul 12.40.

® http://www.kemendagri.go.id/news/2013/04/02/perda-harus-adopsi-aturan-kendaraan-
hilang-diganti-pengelola-parkir, diunduh pada tanggal 24 Februari 2017 pada pukul 2.43.
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3. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek
yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan.
Dalam penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan
analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodelogis, sistematis, dan
konsisten. Dalam penelitian ini, akan digunakan metode penulisan hukum
secara yuridis-normatif atau yuridis-dogmatis. Pemilihan metode ini dilakukan
untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-
doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang ada dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pengertian metode penulisan hukum

normatif atau yuridis-dogmatis adalah:’

131

ilmu untuk ilmu” dan “seni untuk seni” sehingga muncul
pandangan bahwa “hukum untuk hukum” bukan “hukum

99 99

untuk masyarakat”.

Pokok ajaran Hans Kelsen identik dengan hukum positif, maksudnya hukum
positif berlaku bukan karena kenyataan (das Sein) tetapi karena tidak sesuai
dengan apa yang seharusnya terjadi (das Sollen). ® Ciri khas metode penulisan
hukum yuridis-normatif ini menggunakan pola berpikir deduktif yaitu dari
umum ke khusus dan memiliki kriterium kebenaran koheren. Penelitian dengan
metode yuridis normatif ini merupakan proses dalam menemukan hukum yang
tepat untuk diterapkan dalam masyarakat masa kini melalui aturan-aturan
hukum yang telah berkembang dalam masyarakat, prinsip-prinsip hukum, dan

doktrin-doktrin hukum.?

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan
gambaran mengenai pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan

kekuatan mengikat keputusan hakim dalam perjanjian parkir. Penelitian ini

7 Johannes Gunawan, Teknik Penulisan limiah, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan,
2010.

81d.

® peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Kelima, Kecana, Jakarta, 2009, him.
35.
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dilakukan secara normatif dengan menganalisis putusan sengketa parkir.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian terbagi atas tiga jenis, yakni:

a. Primer, merupakan data yang dapat ditemukan pada individu-individu atau

organisasi yang menerbitkan datanya dalam hal ini sumber data primer

diperoleh dari tangan pertama, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, Peraturan-Peraturan Daerah, dan beberapa Putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia.

b. Sekunder, berupa data yang dapat ditemukan di perpustakaan dan kantor-

kantor pemerintah berupa jurnal ilmiah di bidang hukum dan beberapa buku

yang relevan dengan penelitian tentang perjanjian dan perikatan.

c. Tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus

Hukum.

Penelitian ini akan dikaji dengan analisis kualitatif artinya di analisis dengan

data-data yang sudah ada. Metode pengumpulan dilakukan dengan cara studi

kepustakaan berupa data sekunder yang berkaitan erat dengan pokok

permasalahan. Data yang sudah ada diolah dan dianalisis secara deduktif, yang

selanjutnya dikaitkan dengan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan

teori ilmu hukum yang ada.

4. Maksud dan Tujuan

Penelitian dibuat untuk menganalisis pengkualifikasian perjanjian parkir yang

dikelola oleh pengelola parkir swasta berdasarkan perundang-undangan dan

yurisprudensi serta akibat hukum jika terjadi kehilangan kendaraan di area

parkir yang dikelola oleh pihak swasta.
4.1 Tujuan Obyektif

Mendeskripsikan pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan

kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Agung terhadap Perjanjian Parkir.

4.2 Tujuan Subyektif

Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai

konstruksi perjanjian parkir serta memenuhi syarat guna mencapai Sarjana

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
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5. Kegunaan Penelitian

5.1. Aspek Teoritis (Keilmuan)
Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi kajian perjanjian
parkir serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah
parkir.

5.2. Aspek Praktis (Guna Laksana)
Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penyusun kebijaksanaan dalam
menetapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan bidang parkir. Sehingga
kepentingan pengguna jasa lahan parkir memiliki kepastian hukum atas
perjanjian parkir dan akibat hukum bagi pengelola parkir.

. Sistematika Penelitian

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN
Bab satu ini berisi mengenai latar belakang penelitian ini dibuat
dengan  mengemukakan  masalah  yang  muncul  dari
pengkualifikasian Perjanjian Parkir serta akibat hukum dari
pengkualifikasian tersebut. Latar belakang ini secara singkat berisi
mengenai kebutuhan akan lahan parkir bagi kendaraan. Namun pada
praktiknya, lahan parkir sering terjadi masalah berupa kehilangan
kendaraan. Berdasarkan beberapa Putusan MA dengan peraturan
perundang-undangan terdapat perbedaan pdalam pengualifikasian
perjanjian parkir. Maka penelitian ini dimaksudkan agar adanya

pengkualifikasian perjanjian parkir di Indonesia.

BAB 2: PERJANJIAN PARKIR DI INDONESIA DAN PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI DAERAH
BERDASARKAN KEPMENDAGRI NO. 73/1999
Bab dua ini berisi mengenai teori dasar mengenai hukum perjanjian

menurut KUH Perdata dikaitkan dengan perjanjian parkir, unsur-

10
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unsur perparkiran, pengelola parkir, jenis perparkiran, dan satuan
ruang parkir. Kemudian terdapat juga pemaparan mengenai
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 73/1999 tentang

penyelenggaraan parkir.

BAB 3: PUTUSAN HAKIM TENTANG PERJANJIAN PERPARKIRAN
Pada bab ini akan dibahas mengenai putusan Mahkamah Agung
mengenai konstruksi perjanjian parkir dan peraturan perundang-
undangan yang diatur oleh pejabat daerah setempat. Bab ini juga
berisi beberapa contoh kasus sengketa tentang perparkiran dengan
pengelola parkir, dasar hukum perjanjian parkir, konstruksi hukum
perjanjian perparkiran, dan ketentuan hukum perjanjian parkir

berdasarkan Kepmendagri No. 73 Tahun 1999.

BAB 4. ANALISIS AKIBAT HUKUM PENGKUALIFIKASIAN
PERJANJIAN PERPARKIRAN
Analisis akibat hukum pengkualifikasin perjanjian parkir,
konsekuensi yuridis pengkualifikasian perjanjian parkir, dan
tanggung jawa pengelola perparkiran. Sehingga mengetahui
seberapa besar pengaruh perjanjian parkir terhadap hubungan

kontraktual antar kedua belah pihak.

BAB5: KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab terakhir ini akan ditarik suatu kesimpulan berdasarkan
ulasan-ulasan yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya yang
juga merupakan pembahasan yuridis terhadap masalah hukum yang
diangkat, selain itu pula bab ini akan diberikan saran berdasarkan

kesimpulan yang telah didapat.
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